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1.1. Latar Belakang

Himbauan Wakil Presiden Indonesia untuk mengembangkan potensi
wisata halal di Indonesia disambut baik oleh beberapa pihak seperti
Pengelola Pariwisata Halal di Indonesia (PPHI), jajaran Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta beberapa pihak lain.
Himbauan ini dikarenakan pariwisata merupakan salah satu sektor dinamis
berkat perkembangannya yang pesat, sebab kebutuhan manusia berekreasi
semakin meningkat dan tiada akhirnya.® Selain itu dari sektor pariwisata
dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, meningkatkan
pembangunan industri yang berhubungan dengan pariwisata, selain itu
dengan hadirnya wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi
sumber pendapatan bagi daerah dalam bentuk pajak, retribusi ataupun
devisa.?

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia didukung dengan
penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menurut salah satu
situs web yaitu wordpopulationreview.com pada tahun 2021 Indonesia
merupakan negara denan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia,
yaitu dengan jumlah 231 juta jiwa atau setara 86,7% penduduknya muslim
dari total seluruh penduduk. Selain itu didukung dengan tersedianya sumber
daya alam yang masih terjaga sehingga berpotensi menguntungkan apabila
dikelola dengan baik dan dijadikan tempat wisata.

Pengembangan potensi wisata halal gencar dilakukan oleh
Kemenparekraf yang bekerjasama dengan Perkumpulan Pariwisata Halal di
Indonesia (PPHI). Anggota PPHI beranggotakan perorangan maupun badan
usaha yang memiliki minat dalam bidang pariwisata halal dengan misi
meningkatkan kualitas serta kuantitas pada produk dan layanan pariwisata
yang ramah muslim. Usaha pengembangan wisata halal di Indonesia ini
berhasil memperoleh peringkat pertama dalam Mastercard Cresent Rating
Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 sebagai Top Muslim Friendly
Destination of The Year 2023. Dalam dua tahun terakhir wisata halal di
Indonesia naik peringkat, pada tahun 2021 meraih peringkat empat dan pada
tahun 2022 meraih peringkat kedua.?
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Wisata halal bukan hanya tentang pergi berziarah ke kuburan ulama,
kunjungan ke masjid atau jejak peninggalan Islam.* Wisata halal menerapkan
prinsip-prinsip Islam yang bertujuan memberikan fasilitas serta layanan yang
ramah muslim.> Fasilitas dan layanan yang disediakan pada destinasi wisata
halal harus sesuai dengan syariat-syariat Islam, sehingga wisatawan muslim
dapat menggunakan dan menikmati dengan leluasa.® Selain itu wisata halal
bukan hanya untuk orang muslim atau golongan tertentu saja, sebab siapapun
tetap dapat menikmati layanan wisata berdasarkan nilai-nilai syariah.”

Melihat perkembangan wisata halal yang begitu pesat, namun tidak
adanya pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah, maka
dengan itu DSN-MUI menerbitkan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang
pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah yang dapat
dijadikan pedoman dalam mengembangkan destinasi wisata. Berbagai daerah
di Indonesia tengah disiapkan untuk mempercepat pengembangan wisata
halal, Jawa Timur masuk dalam 10 destinasi target program pengembangan
pemerintah.? Banyak faktor pendukung kemampuan Jawa Timur dalam
mengembangkan wisata halal, antara lain penduduk yang dominan muslim,
ragam budaya, banyak destinasi religi serta setiap daerahnya memiliki
destinasi wisata alam yang indah.

Salah satu pulau yang ada di Jawa Timur yakni Pulau Madura, pulau
yang memiliki empat kabupaten ini kaya akan ragam budaya, tradisi, adat
istiadat dan nilai religius masih sangat kental di Madura.® Banyak objek
wisata yang dapat ditemukan di Madura seperti wisata alam, wisata budaya
dan wisata minat khusus. Namun masih minim tersedianya informasi
mengenai panduan wisata halal sehingga menyebabkan pelaku usaha masih
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belum tertarik dengan menerapkan konsep wisata halal dan tidak banyak
pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata halal.*

Di Madura terdapat empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan,
Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Masing-masing kabupaten memiliki
potensi untuk dikembangkan.'* Salah satunya kabupaten Pamekasan.
Pamekasan terkenal dengan potensi umat Islam yang luar biasa dan dijuluki
sebagai kota gerbangsalam (Gerakan pembangunan masyarakat Islami), hal
ini dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren, banyaknya lembaga
pendidikan Islam serta berbagai potensi lain sehingga Pamekasan dirasa
membutuhkan wisata yang menerapkan syariah Islam.*> Diantara banyaknya
destinasi wisata di Pamekasan, salah satu yang terkenal adalah Wisata
Puncak Ratu.

Sebagai objek wisata tentu Puncak Ratu memiliki strategi
pengembangan untuk mempertahankan eksistensinya. Namun dalam
mengembangkan objek wisata diperlukan perencanaan strategi agar
pengembangan dapat terlaksana secara maksimal. Terdapat beberapa
komponen yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengembangkan
wisata, antara lain, attractions, accessibility, aminities, ancillary services and
institusion. Berdasarkan survei pendahuluan yang peneliti lakukan, dalam hal
mengembangkan wisata Puncak Ratu menjadi wisata halal ada beberapa
kendala seperti memelihara kebersihan. Sedangkan suatu destinasi wisata
agar dapat menjadi wisata halal harus memenuhi kriteria yang ada pada
Fatwa DSN MUI No0.108/DSN-MUI/X/2016 terutama pada ketetapan ketujuh
tentang ketentuan destinasi wisata. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fatwa No0.108/DSN-
MUI/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal di Puncak Ratu
Pamekasan”.

1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu
Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap strategi
pengembangan wisata halal di Puncak Ratu Pamekasan?
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1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas strategi pengembangan wisata Puncak Ratu

berdasarkan kajian teori lima komponen kerangka utama pengembangan
destinasi wisata yaitu: attraction, accessibility, aminities, ancillary services,

dan

institusion dengan menggunakan tinjauan Fatwa No0.108/DSN-

MUI/X/2016 khususnya ketetapan ketujuh mengenai ketentuan destinasi
wisata sebagai landasan penyelenggaraan wisata halal.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

a.

Mengetahui strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu
Pamekasan.

Mengetahui tinjauan fatwa No0.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap
strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu Pamekasan.

2. Manfaat

a.

Menjadi edukasi dan menambah wawasan penulis tentang strategi
pengembangan wisata halal yang berlandaskan fatwa No0.108/DSN-
MUI/X/2016.

Diharapkan dapat menjadi referensi regulasi dalam merencanakan
pengembangan objek wisata Puncak Ratu Pamekasan agar menjadi
destinasi wisata halal gun mendukung eksistensi ataupun
perkembangan wisata halal di Madura.

Dapat dijadikan literasi selanjutnya dengan pembahasan yang lebih
luas bagi akademisi ataupun mahasiswa Hukum Bisnis Syariah
Fakultas Kelslaman UTM khususnya.

1.5. Target Luaran

Tabel 1 Rencana Luaran

No. Jenis Luaran Indikator Capaian

1. | Proposal penelitian Tercapai

2. | Laporan kemajuan MBKM penelitian Tercapai

3. | Laporan akhir MBKM penelitian Tercapal

4. | Logbook kegiatan penelitian Tercapai

5. | Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan
dalam jurnal nasional terakreditasi atau tidak Tercapai
terakreditasi.

6. | Poster yang di daftarkan HKI Tercapal




1.6. Jadwal Penelitian

Tabel 2 Jadwal Penelitian

No.

Jenis
Kegiatan

Tahun 2023

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Pengajuan
judul

Survei
pendahuluan

Penyusunan
proposal
penelitian

Bimbingan
proposal

Sidang
seminar
proposal

Melakukan
penelitian
dan
pengumpulan
data

Analisis data

Penyusunan
laporan
kemajuan
dan log book

Pengerjaan
artikel

10.

Submit
artiker ke
jurnal

11.

Finalisasi
penelitian




12.

Penyusunan
laporan akhir
dan
penambahan
log book

13.

Sidang
MBKM
Riset




